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 ABSTRA CT 
This study aims to determine the implementation of Murabahah Finance 
in the Fatwa Review of DSN MUI at Bank Muamalat Malang branch office. 
This research is qualitative research with a case study approach, where 
data collection is carried out through interviews, observations, and 
documentation regarding the Implementation of Murabahah Finance in 
Reviewing the Fatwa of DSN MUI at Bank Muamalat Malang branch 
office. Based on the results of the study, it was concluded that the 
application of murabahah finance at bank muamalat Malang branch office 
in terms of the fatwa of DSN MUI there were several processes including 
the bank financing one item, one of which was a customer coming to Bank 
Mualamat to buy goods, but because the goods knew the customer so 
Bank Muamalat needed a wakalah contract/ the representative to buy the 
goods after receiving the goods, the Bank will perform a murabahah 
contract, namely the goods will be sold to the customer so that the 
customer pays the selling price from the bank instead of the selling price 
from the supplier, the selling price of the bank will be added to the bank's 
margin. Its implementation is in accordance with fatwa No. 04/DSN-
MUI/IV/2000, namely financing the halal sector of buying and selling 
contracts in accordance with the pillars and requirements of products that 
have passed through DSN and MUI. 
 

ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Pembiayaan 
Murabahah Dalam Tinjauan Fatwa DSN MUI Pada Bank Muamalat KC 
Malang. Penyusunan ini merupakan penyusunan kualitatif dengan 
pendeketan studi kasus, dimana pengumpulan data yang dilakukan 
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai Implementasi 
Pembiayaan Murabahah Dalam Tinjau Fatwa DSN MUI di Bank Muamalat 
KC Malang. Berdasarkan hasil penyusunan di simpulkan bahwa 
Penerapan pembiayaan murabahah pada bank muamalat KC Malang 
dalam ditinjau fatwa DSN MUI terdapat beberapa proses diantaranya 
Bank membiayai satu barang salahsatunya nasabah datang ke Bank 
Mualamat untuk membeli barang, namun karena barangnya yang 
mengetahui nasabah sehingga Bank Muamalat membutuhkan akad 
wakalah/ perwakilan untuk membeli barang tersebut setelah 
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mendapatkan barangnya Bank akan melakukan akad murabahahnya 
yaitu barang tersebut nanti dijual kepada nasabah sehingga nasabah 
mengangsur harga jual dari Bank bukan harga jual dari suplayer harga 
jual Bank nanti di tambah dengan marginnya Bank. Pelaksanaannya 
sesuai dengan fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yaitu membiayai sektor 
halal akad jual beli sesuai dengan rukun dan syarat produk yang sudah 
lolos melalui DSN dan MUI. 

   
  This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International 

License. 

  

 
   
How to cite: Camelia, N. D., Hakim, I., Aprilianto, F. (2023). Impelentasi Pembiayaan Murabahah dalam Tinjauan Fatwa 

DSN-MUI nomor 04 tahun 2000 (studi pada bank Muamalat KC. Malang). Journal of Islamic Economics 
Development and Innovation (JIEDI), Vol. 3, No. 2, p.145-156 

 
 

PENDAHULUAN  

Bank merupakan Lembaga keuangan yang berperan strategis untuk mengembangan 

pembangunan nasional. Bank juga merupakan Lembaga keuangan yang sangat penting sebagai 

penyalur dan penghimpun dana dari Masyarakat (Mahdi, 2021). Kegiatan utama dari perbankan 

adalah menyerap dan menyalurkan dana ke masyarakat merupakan kegiatan utama dari perbankan, 

(Monika, 2022; Hermansyah, 2008). Sistem yang dikenalkan dalam dunia perbankan, yakni sistem 

ekonomi konvensional dan syari’ah. Perkembangan ekonomi Islam yang begitu pesat menyebabkan 

perkembangan perbankan syari’ah juga pesat (Cahyani et al., 2021; Mahsun & Hakim, 2021). 

Perkembangan perbankan Islam kemudian melahirkan cara pandang masyarakat terhadap bunga 

(interest), dan modal yang hasilnya telah ditentukan di muka (predetermined return) atau riba yang 

dilarang oleh syariah Islam (Nuzulullaeli et al., 2020). 

Eksistensi perbankan syari’ah di Indonesia semakin eksis dan berkembang signifikan setelah di 

undangkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari’ah yang secara tegas 

peraturan ini mengakui eksistensi dari perbankan syari’ah dan membedakannya dengan sistem 

perbankan konvensional (Kara, 2013). Setelah itu bank syariah juga berfungsi sebagai lembaga 

intermediasi keuangan dan unit pelaksana penghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan 

kembali, melalui pembiayaan juga merupakan fungsi dari Bank Syari’ah yang dimaknai sebagai salah 

satu aktivitas penting (Amalia et al., 2022). Karena dengan adanya pembiayaan akan diperolehan 

sumber pendapatan utama dalam perbankan syari’ah adalah pembiayaan (Arifin et al., 2022; Izzet et 

al., 2020; Kholmi et al., 2020). 

Pada umumnya perbankan mengenal istilah perjanjian dengan akad, namun di perbankan 

syari’ah akad masih terbagi lagi (Amalia, 2020). Salah satu di antara bagiannya adalah Murabahah 

yaitu jual beli barang dengan dengan menyatakan perjanjian harga perolehan dan keuntungan (marjin) 
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serta disepakati oleh pembeli maupun penjual. Akad jenis ini disebut dengan natural certainty 

contracts, di mana keuntungan yang ingin diperoleh ditentukan, (Karim, 2011). 

murabahah adalah jual beli produk yang bertumpu dari harga dasar melalui kesepakatan 

bersama terkait keuntungan. Penjual wajib secara terbuka memberi tahu harga barang yang dibeli 

dan menentukan suatu tingkat keuntungan, (Antonio, 2001). Ibnu Rusy al Maliki, sebagaimana dikutip 

Dimyauddin, murabahah adalah jual beli yang mana penjual menginformasikan pembeli terkait harga 

pokok barang dan tingkat keuntungan yang diinginkan, (Djuwaini, 2008). Menurut Anwar menjelaskan 

bahwa, murabahah ialah menjual suatu barang berdasarkan harga pokok dengan keuntungan yang 

disetujui bersama untuk dibayar sesuai ketentuan waktu, (Anwar, 1991). 

akad murabahah adalah akad yang disepakati setelah rincian perencanaan pelaksanaan 

perbankan dijelaskan oleh atau kepada dua belah pihak yang bersangkutan (Zubaidah & Kholmi, 

2020). Sebagaimana Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000, 

murabahah berarti menjual barang dengan cara menegaskan harga beli agar pembeli membayar 

dengan harga lebih sebagai keuntungan (Mahsun & Hakim, 2021). Karakteristik pembiayaan 

murabahah, yakni perjanjian awal sampai pelunasan Lembaga Keuangan Syariah tidak diperbolehkan 

mengubah harga yang sudah disepakati melalui akad, (Yulianti, 2019). 

Masyarakat memberikan pendapat tentang pembiayaan murabahah sejauh ini masih disamakan 

dengan kredit bank konvensional, padahal nyatanya kedua hal tersebut ialah berbeda (Rifa’i & 

Kamaludin, 2021). Di samping itu, akad murabahah, alur transaksi pembiayaan, serta metode 

pengakuan keuntungan masih belum ada rujukan ideal, sehingga terjadi polemic asumsi masyarakat 

terhadap murabahah bank syariah. Dalam pembiayaan akad murabahah bank menetapkan harga jual 

beli barang yaitu harga pokok perolehan barang ditambah sejumlah margin keuntungan bank, (Sari, 

2014). 

Penyusunan yang dilakukan Latif pada tahun 2016, menunjukkan bahwa Fatwa DSN/MUI dalam 

pembiayaan murabahah Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo belum 

diimplementasikan sepenuhnya, utamanya model pembiayaan murabahah (bilwakalah), yaitu dengan 

meminta nasabah melakukan pembelian barang secara mandiri, atau diberi uang langsung, sehingga 

hanya terjadi pinjam meminjam uang (Monika et al., 2022; Salama, 2022). Ditambah lagi dengan 

minimnya pemahaman pengelola terhadap ketentuan dan prinsip murabahah, dan pengawasan DPS 

terhadap pelaksanaan pembiayaan yang dilaksanakan, (Latif, 2016). 

Penyusunan selanjutnya juga telah dilakukan oleh Yulianti bahwa, implementasi akad 

murabahah Di KSPPS Arma Magelang menggunakan akad murabahah bil wakalah, yang sepenuhnya 

belum memenuhi kriteria dari fatwa dewan Syariah nasional (DSN). Hal ini belum sesuai dengan etika 

yang seharusnya dengan membuktikan bahwa setiap terjadinya akad pembiayaan murabahah (Hakim 
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& Fanani, 2021; Izzet et al., 2020; Millatina et al., 2022). Akad selalu dilakukan setelah pembelian 

barang, sedangkan menurut fatwa dewan Syariah nasional (DSN) pada pembiayaan murabahah akad 

harus terjadi setelah pembelian barang, bukan sebelum pembelian, (Yulianti, 2019). 

Penyusunan sebelumnya juga telah dilakukan oleh Alimin dalam penyusunannya menemukan 

hal berbeda menunjukan bahwa pembiayaan akad murabahah di koperasi dapat dikatakan sesuai 

dengan kaidah fikih mu’amalah antara lain bisa dilihat dari bukti yang ditemukan dilapangan antara 

penyusun dengan pihak yang diwawancarai kepala cabang, pegawai administrasi dan pihak nasabah 

Dimana pedoman yang digunakan berdasarkan alQur’an dan hadist, yang meliputi syarat-syarat dan 

rukun-rukun akad pembiayaan (Alimin, 2018). 

Bank Muamalat Cabang Malang merupakan salah satu unit yang melaksanakan pembiayaan 

murabahah (Amalia et al., 2022; Amalia & Ali, 2023; Nuzulullaeli et al., 2020). Bank tersebut 

menerapkan sistem murabahah bil wakalah, di mana pihak bank mewakilkan kepada nasabah untuk 

melakukan pembayaran pembelian barang (Aprilianto & Muslikhati, 2022; Hakim et al., 2020). Selain 

itu, ia juga memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk pembayaran secara angsuran dan 

mempunyai beberapa sistem, prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur (Rifa’i, 

n.d.; Izzah, 2018). 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah studi tentang unit sistem. Satuan dalam 

studi kasus umumnya berupa program, kegiatan, atau peristiwa yang melibatkan beberapa/ kelompok 

individu (populasi), tempat, dan waktu tertentu. Penelitian studi kasus dirancang untuk mengumpulkan 

data, mendapatkan makna serta pemahaman dalam sebuah kasus/ peristiwa, (Ghony, 2012). 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer, 

yakni data pokok/ utama yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti atau dari informan. 

Data primer diperoleh oleh peneliti dengan cara melakukan wawancara. Adapun data sekunder yakni 

data yang berkaitan dengan beberapa variable yang telah dikumpulkan dan dihimpun oleh pihak lain 

secara langsung atau dari peneliti sebelumnya. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari data hasil 

penelitian orang lain atau peneliti sebelumnya, (Moleong, 2000). 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Pertama, wawancara. Teknik wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan-perntanyaan 

kepada narasumber. Kedua, Observasi. Teknik observasi merupakan suatu Teknik dalam 

pengumpulan data yang mana peneliti diharuskan terjun ke lapangan langsung. Selain itu, observasi 
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juga bisa dilakukan dengan cara bergabung dengan kelompok subjek peneliti (partisipasi), maupun 

kelompok di luar subjek peneliti (non-partisipan). Ketiga, dokumentasi. Teknik dokumentasi baik 

dipakai untuk penelitian atau tidak merupakan catatan tertulis tentang peristiwa masa lalu. Pada data 

dokumentasi dapat ditambahkan kode etik, proposal, brosur informasi, buku tahunan, surat editorial, 

jurnal ilmiah, surat kabar, dll. Kegiatan dokumentasi dalam penelitian ini menghasilkan data yang 

meluputi data nasabah bank Muamalat KC Malang yang telah menerapkan transaksi dengan akad 

murabahah, beberapa teori, laporan maupun surat-surat kejadian dari nasabah, foto, dan catatan 

nasabah. Serta data terkait pembiayaan murabahah berdasarkan tinjauan fatwa DSN-MUI, dsb. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori dari Miles, 

Huberman, dan Saldana yaitu collection data, condensation data, display data, dan penarikan 

kesimpulan, (Sugiyono, 2012). Teknik keabsahan data merupakan Teknik yang dibutuhkan dalam 

penelitian kualitatif supaya hasil dalam penilitian ini mendapatkan kepercayaan diri dari pihak 

pembaca. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Teknik triangulasi sumber data, 

(Moleong, 2005). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada Dasarnya Dalam Ayat Alquran Surat Al Baqarah (275), Allah SWT telah mengatakaan 

bahwa dalam transaksi sistem murabahah barang yang dijual atau di beli adalah barang halal serta 

harus terhindar dari riba. Ketentukan Fatwa DSN No. 04/DSNMUI/IV/2000 juga menyatakan “Barang 

yang dijual atau dibeli bukan/ tidak termasuk barang haram”(Aprilianto, 2020). 

           Perjanjian dalam sistem jual beli murabahah yaitu dengan cara bank akan membeli dan 

membayar seluruh kebutuhan investasi atau barang yang diperlukan oleh nasabah, kemudian bank 

akan menjual barang atau kebutuhan tersebut dengan mengambil keuntungan (yang telah disepakati) 

kepada nasabah yang bersangkutan (Aini et al., 2022). Nasabah yang melakukan pembayaran sistem 

murabahah akan diberikan jangka waktu tertentu (yang telah ditentukan) untuk dapat membayar 

angsuran. Kesepakatan besar keuntungan yang diperoleh serta pemberitahuan harga beli barang 

kepada pembeli menjadi pembeda utama antara transaksi murabahah dengan sistem jual beli biasa 

(Rifa’i, n.d.; Salama, 2022; Wasiaturrahma et al., 2020). 

Prosedur pembiayaan murabahah di Bank Muamalat sudah ditetapkan oleh perusahaan guna 

memperlancar jalannya proses pembiayaan (Asrori et al., 2021; Susadi & Kholmi, 2021). Telah 

diketahui sebelumnya bahwa pembiayaan dengan sistem murabahah menjadi pilihan yang paling 

diminati nasabah, sehingga pihak manajemen harus memahami prosedur yang harus dipatuhi oleh 

para nasabah saat pengajuan sistem pembiayaan murabahah. Prosedur yang perlu dilakukan oleh 

para nasabah untuk melakukan pembiayaan murabahah melalui beberapa tahap, yaitu, (wawancara 
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Bima Agustiya Rahman, 2021): 

Pertama, nasabah harus mendatangi kantor Bank Muamalat Cabang Malang terlebih dahulu 

untuk mengajukan surat permohonan pembayaran akad murabahah, akan tetapi sebelum itu nasabah 

harus mengetahui persyaratan yang diperlukan untuk melakukan pembayaran tersebut. 

Kedua, nasabah akan bertemu langsung dengan pihak Relationship Manager untuk 

menyerahkan berkas-berkas persyaratan umum serta formulir-formulir dan surat pernyataan yang 

sudah dilengkapi sebelumnya. Selanjutnya pihak RM (Relation Manager) akan melakukan survei 

langsung mengenai rumah dan usaha kerja guna mengetahui keadaan nasabah. 

Berdasarkan hasil observasi yang penyusun lakukan, pihak bank melakukan survei dengan baik, 

guna untuk melihat situasi dan keadaan usaha nasabah dan mengurangi kerugian atau permasalahan 

yang akan terjadi. 

Ketiga, proses analisis dimana data yang diperoleh dari proses pengecekan SLIK, prescreen 

sampai ke proses appraisal dikumpulkan dan di serahkan kepada tim analyst untuk di analisis. Proses 

tersebut menggunakan prinsip 5C, yaitu character untuk melihat sifat atau karakter nasabah yang 

ingin melakukan pembiayaan, capasity melihat kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya 

dan membayar angsuran, capital untuk mengetahui besarnya modal yang dibutuhkan oleh nasabah, 

collateral untuk melihat jaminan yang diberikan kepada bank yang dimiliki oleh nasabah, dan yang 

terakhir condition untuk melihat kondisi kelayakan nasabah dan usahanya dalam melakukan 

pembiayaan. Dan pihak analis jugamelakukan FRA (Financing Risk Assesment), dimana pihak analis 

mencantumkan risiko dan mitigasinya untuk mengambil keputusan. 

Keempat, pengajuan kepada Komite Pemutus Pembiayaan, dimana data-data yang sudah di 

proses akan dikumpulkan dan di ajukan ke komite area yang terletak di Surabaya dan Jakarta. Komite 

area dapat memberikan penilaian dan keputusan terhadap permohonan pengajuan pembiayaan 

nasabah yang diajukan pihak Bank Muamalat. Apabila keputusan dari komite area sudah keluar dan 

menyatakan bahwa pengajuan dari nasabah tidak mendapat rekomendasi dari komite area, maka 

dokumen akan dikembalikan kepada nasabah. Tetapi apabila pengajuan dari nasabah mendapatkan 

rekomendasi dari komite area, maka pihak bank akan mengeluarkan overing letter/SP3 (Surat 

Persetujuan Prinsip Pembiayaan) yang sudah ditandatangani oleh Branch Manager Bank Muamalat 

Cabang Malang yang akan diberikan kepada nasabah untuk membuat kesepakatan dua pihak yaitu 

nasabah dengan pihak bank. Selanjutnya akan dilakukan penjadwalan untuk melakukan 

akad/pengikatan. 

Kelima, prosedur akad pembiayaan murabahah. Setelah SP3 (Surat Persetujuan Prinsip 

Pembiayaan) diterbitkan, maka akan dilakukan pengikatan pembiayaan kepada pihak nasabah. 

Sebelum dilakukan pengikatan, pihak RM mengurus terlebih dahulu ke notaris untuk melakukan cek 
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SHM (Surat Hak Milik), pembayaran pajak, dan transaksi lainnya. Staff legal USP, Relationship 

Manager, serta pihak nasabah harus hadir dalam proses pengikatan/akad. 

Keenam, proses pencairan pembiayaan ke rekening nasabah. Sebelumnya nasabah harus 

mempunyai rekening tabungan Bank Muamalat atas nama nasabah sehingga dana akan dicairkan 

langsung dan dapat dipindah bukukan pada rekening milik nasabah dan dipindahkan pada rekening 

milik penjual. Pemindahan dari rekening milik nasabah ke rekenening penjual dilakukan untuk 

menghindari kecurangan dan memahami transaksi jual beli yang dilakukan penjual dengan pihak 

bank, serta nasabah mendapatkan bukti telah menerima pembiayaan bank. 

Ketujuh, proses monitoring. Adapun proses pembayaran atau pelunasan angsuran dapat 

diserahkan pada Bank Muamalat KC Malang atau Cabang Bank Muamalat lainnya. Pembayaran 

angsuran pertama dilakukan pada bulan berikutnya seperti kesepakatan dalam akad. Bank juga 

melakukan monitoring setiap bulannya atau penagihan kepada nasabah untuk menghindari 

penunggakan atau terjadinya pembiayaan bermasalah. 

 

Sumber: PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk, Cabang Malang (data diolah) 

Gambar 1. Prosedur Pembiayaan Murabahah di Bank Muamalat KC Malang 

Pelaksanaan pembiayaan Murabahah setiap perbankan syariah harus disesuaikan fatwa DSN 

MUI. Aturan ini juga berlaku pada Bank Muamalat KC Malang, dimana setiap proses pelaksanaanya 

berpedoman pada fatwa DSN MUI. Selain itu implementasinya harus sesuai dengan kaidah islam. 

Karena pada sistem perbankan syariah terdapat dewan pengawas bank syariah, komite bank syariah, 

serta syariah komplayer (Amalia et al., 2022; Amalia & Ali, 2023; Arifiana et al., 2020). Semuanya 

memberikan aturan dan pengawasan agar semua aktifitas yang berada di bank muamalat sesuai 

dengan prinsip Syariah. Mengenai kaitan dengan akad murabahah rukun dan syarat sahnya sudah di 

perhatikan, sehingga ada dokumen dokumen, ada alur yang harus dipenuhi agar sesuai dengan rukun 
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dan syarat sahnya akad murabahah, (Hasil Wawancara dengan Senior Relationship Manager, 2021) 

Tabel 1. Penyesuaian Fatwa DSN-MUI dan Implemetansi akad Murabahah di Bank Muamalat 

KC. Malang 

No. Fatwa DSN-MUI Implementasi di Bank Muamalat  

1. Akad dalam transaksi murabahah harus 
dilakukan tanpa unsur riba 

Tidak mengandung unsur riba dan akad 
sudah dilaksanakan sesuai dengan kaidah 
islam 

2. Bank membayar semua atau Sebagian harga 
pembali yang telah sesuai dengan kualifikasi 

Karena bank Muamalat menjadi perantara 
dalam penjualan antara pembeli (nasabah) 
dan supplier yang telah sesuai dengan 
kualifikasi 

3. Pembelian barang harus dilakukan oleh bank 
secara sah dan tanpa mengandung unsur 
riba, serta pembelian dilakukan atas nama 
bank tersebut. 

Karena di bank Muamalat sudah 
menerapkan murabahah bil wakalah, kepada 
pihak yang ditunjuk oleh bank dengan 
ketentuan spesifikasi barang yang akan dibeli 
dijelaskan oleh nasabah 

4. Dalam jangka waktu yang telah menjadi 
kesepakan antara kedua pihak, nasabah 
harus membayar harga barang yang 
ditentukan. 

Karena bank muamalat sudah memberikan 
pemberitahuan di awal sebelum akan 
murabahah dilakukan. 

5. Perjanjian khusus perlu diadakan antar pihak 
bank dengan nasabah, sebagai Upaya 
pencegahan dalam kerusakan atau 
penyalahgunaan akad. 

Rukun murabahah harus dilakukan nasabah 
sebagai Upaya untuk menghindari kerusakan 
atau penyalagunakan akad pembiayaan. 

6. Permohonan dan perjanjian atas pembelian 
aset atau barang-barang harus diajukan 
nasabah/ pemesan pada pihak bank. 

Karena sebelum dilakukan akad murabahah 
maka pemesan (nasabah) harus mengisi 
formulir-formulir yang sudah disiapkan oleh 
bank terlebih dahulu. 

7. Dalam sistem transaksi murbahah boleh 
menggunakan jaminan. Hal ini agar pemesan 
(nasabah) tidak bermain-main terhadap 
barang yang telah dipesan. 

Jika nasabah tidak menyelesaikan angsuran, 
maka bank memiliki hak untuk menjual 
jaminan tersebut karena jaminannya 
diharuskan sesuai strategi dan jaminannya di 
bank muamalat mempunyai ciri-ciri salah 
satunya lokasi harus strategis dan memiliki 
harga pasar tinggi. 

8. Dalam sistem murabahah, transaksi lain atas 
barang/aset tersebut antara lain pihak 
nasabah dan pihak ketiga, tidak berkaitan dg 
pelunasan utang nasabah. Nasabah tetap 
memiliki kewajiban dalam melunasi utangnya 
kepada pihak bank, apabila nasabah hendak 
melakukan penjualan kembali (dengan 
kerugian ataupun keuntungan) terhadap 
barang tersebut. 

Karena pihak pertama dan kedua sudah ada 
perjanjian akad murabahah, dan apabila 
pihak kedua melakukan transaksi lain 
dengan pihak ketiga supplier tidak ada 
kaiannya dengan bank 

9. Sesuai kesepakatan yang telah dibuat dalam 
awal perjanjian transaksi, nasabah harus 
tetap melunasi utang apabila kerugian terjadi 
dalam penjualan barang. Nasabah tidak 

Karena untuk perjanjian awal, nasabah dan 
pihak bank harus sudah melakukan 
kesepakatan dalam akad murabahah. 
Sehingga apabila terjadi kerugian dalam 
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diperbolehkan meminta ganti rugi atau 
menghambat dan menunda-nunda 
pembayaran angsuran. 

penjualan barang tersebut maka nasabah 
harus membayar angsuran sampai lunas. 

10. Penundaan dalam penyelesaian utang tidak 
diperbolehkan bagi nasabah yang mampu. 

Penundaan penyelesaian utang hanya boleh 
dilakukan nasabah apabila terjadi 
permasalahan yang disebabkan oleh 
lemahnya pengawasan (internal factor) dan 
bencana alam (external factor). 

11. Apabila ada pihak (diantara kedua pihak) 
yang tidak melaksanakan kewajiban atau 
apabila pihak nasabah secara sengaja 
melakukan penundaan pembayaran, serta 
tidak mendapati kesepakan dalam 
musyawarah. Maka dapat dilakukan 
penyelesaian melalui Badan Arbitrasi Syariah 

Permasalahan yang terjadi dalam proses 
pembiayaan harus diselesaikan melalui 
musyawarah terlebih dahulu. 

12. Apabila nasabah gagal atau belum bisa 
melunasi utangnya. Pihak bank harus 
menghentikan sementara/ menunda 
terhadap tagihan utang nasabah hingga 
waktu yang telah menjadi kesepakatan atau 
hingga nasabah telah sanggup kembali untuk 
melunasi utang. 

Jika terjadi kemacetan dalam pembayaran 
angsuran, maka bank akan melakukan 
pencegahan dengan menggunakan skema 
3R (Restructuring, Rescheduling, 
Recondition) 

 

KESIMPULAN 

Dari pelaksanaannya, penyusunan diatas telah memberikan gambaran yaitu penerapan 

pembiayaan murabahah terhadap bank muamalat KC Malang dalam tinjauan fatwa DSN MUI terdapat 

beberapa proses diantaranya Bank membiayai satu barang salahsatunya nasabah datang ke Bank 

mualamat untuk membeli barang, namun karena barangnya yang mengetahui nasabah sehingga 

Bank Muamalat membutuhkan akad wakalah/ perwakilan untuk membeli barang tersebut setelah 

mendapatkan barangnya Bank akan melakukan akad murabahahnya yaitu barang tersebut nanti dijual 

kepada nasabah sehingga nasabah mengangsur harga jual dari Bank bukan harga jual dari suplayer 

harga jual Bank nanti di tambah dengan marginnya Bank. Serta, Implementasi Pembiayaan yang 

diterapkan telah serasi terhadap Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yaitu membiayai sektor halal akad 

pelaksanaan jual beli yang mana produknya telah sesuai dengan beberapa rukun dan syarat yang 

sudah lolos melalui DSN dan MUI. 
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